LAPORAN

hasil pelaksanaan program dan kegiatan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
ta 2023
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
3.1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui 3 (Tiga) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan Sub Kegiatan 36 (Tiga Puluh Enam) 
dengan alokasi anggaran  sebesar                          Rp 11.232.462.340,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 9.831.033.483,- 
(87,52%), dengan rincian sebagai berikut
Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakt yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Tahun Anggaran 2023
	No
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%

	I
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Rp 6.724.426.814,-
	Rp 6.226.043.819,-
	92,59%

	1
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Rp 20.661.604,-
	Rp 19.120.500,-
	92,54%

	1.1
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Rp 10.660.304,-
	Rp 9.920.500,-
	93,06%

	1.2
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Rp 10.001.300,-
	Rp 9.200.000,-
	91,99%

	2
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Rp 5.966.051.340,-
	Rp 5.615.284.038,-
	94,12%

	2.1
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Rp 5.926.176.340,-
	Rp 5.590.584.338,-
	94,34%

	2.2
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Rp 19.875.000,-
	Rp 19.305.000,-
	97,13%

	2.3
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Rp 10.000.000,-
	Rp 5.394.700,-
	53,95%

	2.4
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Rp 10.000.000,-
	Rp 0,-
	0%

	3
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Rp 81.745.000,-
	Rp 80.865.000,-
	98,92%

	3.1
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Rp 81.745.000,-
	Rp 80.865.000,-
	98,92%

	4
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Rp 338,737.707,-
	Rp 93.135.721,-
	74,60%

	4.1
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Rp 20.000.000,-
	Rp 18.158.500,-
	90,79%

	4.2
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Rp 54.900.000,-
	Rp 27.000.000,-
	49,18%


	No
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%

	I
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	Rp ,-
	Rp ,-
	%

	4.3
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Rp 35.366.948,-
	Rp 34.432.100,-
	97,36%

	4.4
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Rp 228.470.759,-
	Rp 139.545.121,-
	61,08%

	5
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Rp 41.340.000,-
	Rp 35.700.000,-
	86,36%

	5.1
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraaan Operasional atau Lapangan
	Rp 0,-
	Rp 0,-
	0%

	5.2
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangungan Lainnya
	Rp 41.340.000,-
	Rp 35.700.000,-
	86,36%

	6
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Rp 135.316.163,-
	Rp 132.326.360,-
	97,79%

	6.1
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
	Rp 15.000.000,-
	Rp 13.124.632,-
	87,50%

	6.2
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Rp 120.316.163,-
	Rp 119.201.728,-
	99,07%

	7
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Rp 140.575.000,-
	Rp 123.612.000,-
	87,93%

	7.1
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Rp 125.975.000,-
	Rp 109.444.200,-
	86,88%

	7.2
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Rp 14.600.000,-
	Rp 14.168.000,-
	97,04%

	II
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Rp 3.722.959.700,-
	Rp 2.823.675.203,-
	75,84%

	1
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Rp 663.405.700,-
	Rp 595.900.240,-
	89,82%

	1.1
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
	Rp 315.985.000,-
	Rp 295.357.500,-
	93,47%


	No
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%

	II
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Rp 3.722.959.700,-
	Rp 2.823.675.203,-
	75,84%

	1.2
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	Rp 81.000.000,-
	Rp 58.775.000,-
	72,56%

	1.3
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
	Rp 231.420.700,-
	Rp 206.798.240,-
	89,36%

	1.4
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Rp 0,-
	Rp 0,-
	0%

	1.5
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	Rp 35.000.000,-
	Rp 34.969.500,-
	99,91%

	1.6
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
	Rp 0,-
	Rp 0,-
	0%

	2
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Rp 3.049.554.000,-
(DAU;DBH CHT)
	Rp 2.227.774.963.-
(DAU;DBH CHT)
	73,05%

	2.1
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Rp 1.611.389.200,-
	Rp 1.349.055.653,-
	83,72%

	2.2
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Rp 15.000.000,-
	Rp 0,-
	0%

	2.3
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Rp 1.423.164.800,-
	Rp 878.719.310,-
	61,74%

	3
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	Rp 10.000.000,-
	Rp 0,-
	0%

	3.1
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	Rp 10.000.000,-
	Rp 0,-
	0%


	No
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Anggaran (Rp)
	Realisasi (Rp)
	%

	III
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Rp 785.975.826,-
	Rp 781.314.461,-
	99,52%

	1
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Rp 775.075.826,-
	Rp 772.149.461,-
	99,62%

	1.1
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Rp 623.928.826,-
	Rp 622.999.461,-
	99,85%

	1.2
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Rp 20.000.000,-
	Rp 19.200.000,-
	96,00%

	1.3
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
	Rp 20.000.000,-
	Rp 20.000.000,-
	97,75%

	1.4
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Rp 111.147.000,-
	Rp 110.400.000,-
	99,33%

	2
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran
	Rp 10.000.000,-
	Rp 9.165.000,-
	91,65%

	2.1
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	Rp 10.000.000,-
	Rp 9.165.000,-
	91,65%

	TOTAL
	Rp 11.232.462.340,-
	Rp 9.831.033.483,-
	87,52%


Sumber: Bagian Keuangan Satpol PP Kab Blitar T.A 2023
3.1.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.
Tabel 3.1.1
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023
	No.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Permasalah-an
	Upaya Mengatasi Permasa-lahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	I. 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	Nilai SAKIP PD
	Nilai B
	Nilai B
	Nihil
	Nihil

	
	
	1. 
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggara dan Evaluasi Kinerja Perangkat
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan
	Doku-men
	Doku-men
	
	

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	16 Doku men
	16 Dokumen
	nihil
	nihil

	
	
	
	b.   Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerka dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	24 lapo-ran
	24 laporan
	nihil
	nihil

	
	
	
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD yang tepat waktu
	4 Lapo-ran
	4 Laporan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

	51 Orang/ Bulan
	51 Orang/ Bulan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	7  Doku-men
	 7 Doku men
	Nihil
	nihil

	
	
	
	c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	8 Lapo-ran
	8 Laporan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
	8 Laporan
	8 Laporan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Jumlah ASN yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	51 Orang
	51 Orang
	Nihil
	Nihil
	

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	100 Paket
	100 Paket
	Nihil
	Nihil
	


	No.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Reali sasi
	Permasala-han
	Upaya Menga-tasi Permasa-lahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	I
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	Nilai SAKIP PD
	Nilai B
	Nilai B
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel


	12 Bulan
	12 Bulan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan


	100 Paket
	100 Paket
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	1.050 
Paket
	1.050 Paket
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	66.000

Paket
	66.000 Paket
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12 Laporan
	12 Laporan

	Nihil
	Nihil


	No.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Permasa-lahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	I
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	Nilai SAKIP PD
	Nilai B
	Nilai B
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang URusan Pemerintah Daerah
	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	6 jenis
	6 jenis
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
	6 jenis
	6 jenis
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	12 Bulan
	12 Bulan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	12 Laporan
	12 Laporan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	144 Laporan
	144 Laporan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	12 Bulan
	12 Bulan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	45 Unit
	45 Unit
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	8 unit
	8 unit
	Nihil
	Nihil


	No.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi

	Permasa lahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	I
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	95%
	95%
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	1. Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
	Prosentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani
	95%
	95%
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
	44  Kasus
	42 kasus
	PKL di 2 Lokasi sekitar Pasar Srengat dan Pasar Kademangan selalu kembali mangkal apabila tidak dialkukan Penertiban
	Operasi Penertiban melibatkan Kepala Wilayah beserta anggota Trantib Kecamatan dan Kelurahan/ Desa


	
	
	
	b. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan
	15 Kasus
	15 kasus
	Nihil
	Nihil


	No.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Permasalahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	I
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	95%
	95%
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
	2 Doku men
	2 Doku men
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	d. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	0 Doku men
	0 Doku men
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	e. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakt termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya
	32 Orang
	32 Orang
	Nihil
	nihil


	No.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Permasa lahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	I
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	95%
	95%
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	95%
	95%
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota 
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha
	18 Lapo ran
	18 Lapo ran
	nihil
	Nihil                    (DBHCHT)

	
	
	
	b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
	0 Lapo ran
	0 Lapo ran
	
	Kebijakan pimpinan, Karena keterbatasan personil dan pada waktu itu satpol peralihan menjadi secretariat DBHCHT maka giat gakda di fokuskan pada anggaran DBHCHT


	
	
	
	c. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP

	85  Lapo ran
	85  Lapo ran
	Nihil 
	Nihil ( murni DBHCHT)

	
	
	
	3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

	Rasio PPNS
	100 %
	100 %
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada
	12 Lapo ran
	0 Lapo ran
	Nihil 

(Tidak tercapai sesuai target dikarenakan PPNS Kabupaten diundang Peningkatan Kapasitas SDM di Satpol PP Provinsi)
	Nihil


	.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Permasalahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	III.
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
	100%
	100%
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)
	22 Kecamatan
	22 Kecamatan
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya
	22 Dokumen
	22 Dokumen
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	66 Laporan
	122 Laporan

	Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil juga keterbatasan 
sarpras dan personil damkar
	Perlunya adanya penambahan  
sarpras juga peningkatan kapasitas SDM dan Jumlah personil Damkar

	
	
	
	c. Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran
	33 Dokumen
	173 Dokumen
(Kejadian Non Kebakaran)
	Nihil 

(Target negative tercapai tercapai 
di karenakan kejadian non kebakaran sifatnya insindentil)
	Nihil (Perlunya adanya penambahan sarpras evakuasi)

	
	
	
	d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait
	7 paket
	7 paket
	Nihil
	Nihil


	No.
	Kebijakan
	Uraian 
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Permasalahan
	Upaya Mengatasi Permasalahan

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1.
	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	III.
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
	100%
	100%
	Nihil
	Nihil

	
	
	
	2. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran
	Jumlah Perolehan Data Kejadian Kebakaran
	11 Data
	122 Data
	Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil juga kurangnya sarpras pemadam dan juga perlunya peningkatan kapasitas SDM personil damkar
	Perlunya adanya penambahan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM juga personil Damkar

	
	
	
	a. Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 
	15 Dokumen
	122 Dokumen

	Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil juga 
	Perlunya adanya penambahan sarpras dan peningkatan kapasitas SDM personil Damkar


Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2023
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar menerima dana DBH CHT pada  Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2,994,724,000,- yang diperuntukkan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, serta Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota.  
3.1.2. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Berikut Program dan Kegiatan yang tidak tercapai sesuai target :

3.1.2.1 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
· Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
· Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan tidak tercapai sesuai target dikarenakan PKL di 2 Lokasi sekitar Pasar Srengat dan Pasar Kademangan selalu kembali mangkal apabila tidak dialkukan Penertiban 
· Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
· Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS tidak tercapai sesuai target dikarenakan PPNS Kabupaten diundang Peningkatan Kapasitas SDM di Satpol PP Provinsi.
3.1.2.2 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
· Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
· Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota tidak tercapai sesuai target dikarenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil, keterbatasan 
sarpras dan personil damkar.
· Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Nihil  target tercapai negative tercapai dikarenakan kejadian non kebakaran sifatnya insindentil)
· Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran
Target tidak tercapai di karenakan kejadian kebakaran sifatnya insindentil juga kurangnya sarpras pemadam dan juga perlunya peningkatan kapasitas SDM personil damkar
· Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Kunci
Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut: 
Tabel 3.1.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023
	No
	IKK
	Satuan
	Target RKPD Induk 2023
	Realisasi 2021
	Realisasi

2022
	Realisasi 2023
	Keterangan/ Alasan Perubahan

	1
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan


	%
	95
	95
	95
	95
	-



	2
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 


	%
	95
	95
	95
	95
	-

	3
	Persentase Pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran


	%
	100
	100
	100
	100
	-

	4
	Persentase Pembentukan relawan pemadaman kebakaran di desa/kelurahan


	%
	24
	0
	0
	24
	-

	5
	Persentase Pembentukan pos pemadaman kebakaran di Kecamatan


	%
	32
	0
	0
	32
	-


Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, 2023. *
Target Pembentukan Relawan Damkar di Desa/Kelurahan tercapai dengan rincian dalam satu semester tercapai 12% (30 Desa/Kel. yang telah terbentuk relawan di bagi 248 Desa/Kel. di seluruh wilayah Kabupaten Blitar) dalam satu tahun tercapai 24%. Untuk target pembentukan Pos Damkar di kecamatan tercapai dengan rincian dalam satu semester tercapai 18% (4 kecamatan yang telah terbentuk pos pemadam kebakaran di bagi 22 kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar) dalam satu tahun tercapai 32%.


Dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rutin melaksanakan patroli wilayah. Apabila dirangkum, sepanjang Tahun 2023 rincian pelaksanaan kegiatan berupa pengamanan dan penertiban sebanyak  469 kali sebagai berikut: 
a. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP sebanyak 374 kali.
b. Penertiban Gepeng dan Anjal sebanyak 0 kali.
c. Penertiban PKL sebanyak 7 kali.
d. Pengamanan Pos Kotis Nataru Semeru sebanyak 24 kali.
e. Pengamanan Demo sebanyak 15 kali.
f. Penertiban Spanduk/Reklame sebanyak 21 kali.
g. Patroli Wilayah sebanyak 28 kali. 
Sepanjang Tahun 2023 terjadi Demonstrasi /Unjuk Rasa sejumlah 15 kali, dirinci sebagai berikut: 

1. Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh msyarakat sekitar Pabri Gula Rejoso Manis Indo (RMI) masalah jalan rusak yang ditimbulkan oleh truck pengangkut tebu tanggal 13 Januari 2023;

2. Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Organisasi Masyarakat di depan Kantor DPRD Kab.Blitar masalah jalan rusak di Blitar Selatan 16 Januari 2023; 
3. Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kantor Pemerintah Kab.Blitar oleh Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) terkait Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar tanggal 
9 Februari 2023; 
4. Demonstrasi/Unjuk Rasa di di Kantor Pemerintah Daerah Kab.Blitar oleh Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) terkait Rumah Wakil Bupati Blitar dan permasalahan tender proyek pada tanggal 8 Maret 2023; 
5. Demonstrasi/Unjuk Rasa di Kantor Pemerintah Kab.Blitar dan Kantor DPRD Kab.Blitar oleh Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) terkait Rumah Wakil Bupati Blitar pada tanggal 8 Mei 2023; 
6. Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Warga Masyarakat Doko di Kantor Pemerintah Kab.Blitar terkait tanah Perkebunan pada tanggal 30 Mei 2023; 
7. Demonstrasi/Unjuk Rasa  oleh petani yang yang bergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) dari lereng Gunung Kelud akan melaksanakan aksi di DPRD Kab.Blitar dengan tuntutan laksanakan tranparansi pengelolaan Perkebunan dan cabut ijin Perkebunan yang di diduga bermasalah pada tanggal 12 Juli 2023; 
8. Demonstrasi/Unjuk Rasa terkait penyampaian aspirasi oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tanggal 25 Agustus 2023 di depan kantor Pemkab Blitar; 
9. Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 12 September 2022 terkait kerusakan jalan dan masalah lelang proyek di Perkim; 
10. Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Ormas petani yang bergabung dalam Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) dari lereng Gunung Kelut akan melaksanakan aksi di Kantor Sekretariat Daerah Kab.Blitar dengan tuntutan laksanakan transparansi pengelolaan Perkebunan dan cabut ijin Perkebunan yang di duga bermasalah pada tanggal 25 September 2023; 

11. Demonstrasi/Unjuk Rasa oleh Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJM) terkait masalah kejelasan dari perhutani tentang alih fungsi hutan di DPRD Kab.Blitar pada tanggal 31 Oktober 2023; 
12. Demonstrasi/Unjuk Rasa terkait Audensi  oleh perwakilan Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)  Kelurahan se-Kab.Blitar oleh Bapak Sekda Kabupaten Blitar di Kantor sekretariat Daerah Kabupaten Blitar pada tanggal 4 Desember 2023; 

13. Demonstrasi/Unjuk Rasa di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar terkait kinerja pemerintah Kabupaten Blitar oleh ormas kab.Blitar pada tanggal 7 Desember 2023; 

14. Demonstrasi/Unjuk Rasa dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar terkait dana reward bagi Atlit berprestasi dan dana pembinaan yang belum keluar; 

15. Demonstrasi/Unjuk Rasa dari Forum Masyarakat Rukun Tetangga (Format) terkait dengan kesejahteraan Rukun Tetangga (RT), di kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.


Target 2023 unjuk rasa diperkirakan sejumlah 10 kali tetapi dalam kenyataannya terjadi 15 kali unjuk rasa. Dibandingkan dengan unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2022, target diperkirakan 9 kali terjadi 15 kali, jadi dalam 2 tahun terakhir terdapat kenaikan peristiwa unjuk rasa. Kegiatan unjuk rasa yang berlangsung dilakukan secara aman dan tertib menunjukkan stabilitas dan iklim yang kondusif. Masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, namun tetap dalam pengendalian dan pengamanan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun Kepolisian. Stabilitas dan kondusivitas wilayah tentu menjadi salah satu kunci menjaga iklim investasi yang baik sehingga dapat menjadi jaminan bagi investor untuk memulai maupun menjaga kelangsungan usahanya.  
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Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain DPMPTSP, Dinas Sosial, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum, TNI/POLRI, kecamatan, kelurahan, dan desa. Dari 68 Perda/Perkada, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar dalam tahun 2023 menegakkan sebanyak 18 peraturan daerah yang ada. 
 Sepanjang tahun ditemukan 51 kasus pelanggaran Peraturan Daerah terhadap 18 Peraturan Daerah sebagaimana disajikan pada table Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2023
  Tabel 3.1.3.1  Dari 51 kasus tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 49 kasus atau 95 % dan masih tersisa 2 kasus yaitu :
1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
2. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

Penyelesaian kedua kasus tersebut masih dalam proses penanganan. Hambatan penyelesaian kasus tersebut adalah :

1. Laporan Dugaan adanya Pencemaran Udara dari Peternakan Ayam Petelur di Desa Plumpungrejo diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan adanya pencemaran beberapa sumur warga yang perlu diteliti dan juga adanya indikasi usaha peternakan belum berizin, bangunan juga belum memiliki izin Persetujuan Bangunnn Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta warga masyarakat sekitar merasa keberatan dengan keberadaan Usaha Peternakan tersebut.
2. Laporan terhadap PT. Eyonsuryaning Logistik Internasional dan PT. Agrapara Wukir Panca belum memiliki perizinan yang dipersyaratkan. Hasil Rapat  Koordinasi  dari OPD Teknis terhadap Pelaku usaha  yaitu perbaikan data Sistem Online Single Submission  (OSS), melengkapi persyarakat dasar : Dokumen Lingkungan, Persetujuan Bangunnn Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan izin penunjang kegiatan usaha Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha  (PB UMKU), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (TDG).
 Tabel 3.1.3.1
Pelanggaran Peraturan Daerah Sepanjang Tahun 2023

	No.
	Perda yang harus ditegakkan di Th.2023       
	Rincian Pelanggaran Perda Th. 2023                      
	Rincian Pelanggaran  Perda yang terselesaikan tahun 2023
	Rincian Pelanggaran Perda yang belum terselesaikan Tahun 2023


	1
	  Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
	11
	Pelanggaran
	10
	1

	2
	 Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah
	2
	Pelanggaran
	2
	0

	3
	 Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	No.
	Perda yang harus ditegakkan di Th.2023       
	Rincian Pelanggaran Perda Th. 2023                      
	Rincian Pelanggaran  Perda yang terselesaikan tahun 2023
	Rincian Pelanggaran Perda yang belum terselesaikan Tahun 2023


	4
	 Perbup Nomor 46 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat
	11
	Pelanggaran
	11
	0

	5
	Perbup Nomor 48 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
	11
	Pelanggaran
	10
	1

	6
	 Perbup Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	7
	 Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung
	3
	Pelanggaran
	3
	0

	8
	Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	9
	 Perbup Nomor 60 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	10
	 Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	11
	Perbup Nomor 57 Tahun 2019 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	12
	 Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	No.
	Perda yang harus ditegakkan di Th.2023       
	Rincian Pelanggaran Perda Th. 2023                      
	Rincian Pelanggaran  Perda yang terselesaikan tahun 2023
	Rincian Pelanggaran Perda yang belum terselesaikan Tahun 2023


	13
	Perbup Nomor 124 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	14
	Perbup Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	15
	 Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Bangunan Gedung
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	16
	Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	17
	 Perbup Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	18
	Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame
	1
	Pelanggaran
	1
	0

	JUMLAH TOTAL
	51
	Pelanggaran
	49
	2


Sumber: Satpol PP Kabupaten Blitar, 2023
Kendala pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah yaitu :

1. Luasnya wilayah serta kompleksnya permasalahan yang terjadi
2. Kurangnya jumlah personil di Satpol PP dan Damkar saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 80 personil terdiri dari 46 PNS dan 29 Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah PPNS sebanyak 5 personil. Idealnya, jumlah Satpol PP di Kabupaten Blitar adalah 300 personil (mengacu Permendagri 60/2012).
3. Sarana Prasarana pendukung yang kurang memadai yaitu mobil patroli sejumlah 3 unit, mobil patwal 2, kendaraan dinas terdiri mobil 5 (tujuh) unit dan motor 30 unit, mobil Damkar sejumlah 2 unit dan mobil Rescue pada Damkar sejumlah 1 unit. 
4. Masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Kendala point 1, 2 dan 3 dikarenakan luasan wilayah, keterbatasan personil serta sarana prasarana penunjang yang kurang memadai maka kegiatan Penegakan Perda yang dilakukan dijadwalkan  terbatas dan diutamakan ke wilayah yang rawan pelanggaran. Kegiatan ini juga melibatkan jajaran samping (Kepolisian, TNI, BNN, CPM/Corps Polisi Militer). 

2. Untuk mengatasi Masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah dilakukan pembinaan-pembinaan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD terkait (PUPR, Peternakan, DLH, DPMPTSP). 
Untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha, Toga, Tomas, Karangtaruna dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar melaksanakan pembinaan langsung bagi pelaku usaha.
Pelaksanaan Kegiatan Pelindungan Masyarakat pada tahun 2023 meliputi Pengamanan Pelaksaaan Pilkades Antar Waktu (PAW) untuk periode jabatan 2023-2025 yang di selenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023 di 5 Desa di 5 Kecamatan di Kabaupaten Blitar. Pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dilakukan selama 3 hari (sebelum hari pelaksanaan Pilkades, saat hari pelaksanaan Pilkades dan hari setelah pelaksanaan Pilkades) yang melibatkan TNI sejumlah 25 personil, Polri 886 personil serta Satlinmas, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sejumlah 143 personil. 
Selain Pengamanan Pilkades PAW, Satpol PP dan Damkar setiap tahun rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas terhadap Bencana. Pada Tahun 2023, kegiatan ini diselenggarakan oleh Satpol PP Propinsi Jatim bertempat di Cubanrondo Kabupaten Malang pada tanggal 14,15,16 dan 17 Nopember 2023. Kegiatan pemberdayaan Satlinmas berupa JAMBORE SATLINMAS bertujuan mengoptimalkan peran Serta Satlinmas dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dan memaksimalkan peran anggota Satlinmas dalam Gempur rokok illegal. Jumlah Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Linmas dalam JAMBORE SATLINMAS SIAGA PEMILU 2024 per Kabupaten/Kota diminta mengirim 10 peserta. Untuk Kabupaten Blitar anggota Satlinmas yang diberangkatkan dari anggota Satlinmas Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Garum. 

Materi yang disampaikan mengenai kesiapan dan upaya peningkatan keamanan dan menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan PEMILU 2024 dalam menghadapi setiap kemungkinan yang terjadi di tiap TPS, misalnya pengetahuan tentang tata cara :

1. Pintu Masuk (memastikan pemilih membawa KTP dan surat Undangan, memastikan jari kelingking belum ada bekas tinta, mengamankan dan menjaga kondusifitas pemilu dalam mengamankan kotak suara sebelum didistribusikan maupun setelah) 
2. Pintu keluar (Memastikan jari pemilih sudah diberi tinta dan mengamankan kotak suara setelah selesai pemilihan). Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk lebih meningkatkan ketrampilan, kemampuan, dan kesiapsiagaan Aparat Linmas Kabupaten Blitar.

Selain menyelenggarakan Penertiban, Satpol PP dan Damkar juga melaksanakan pengendalian keamanan lingkungan, salah satunya berupa pelatihan penanggulangan dan antisipasi kebakaran serta pemadaman kebakaran yang ada di Kabupaten Blitar. Pelatihan Penanggukangan dan Antisipasi Kebakaran di berikan kepada Pelajar, Pegawai Instansi, Pengusaha.  Pelatihan yang diberikan meliputi pengetahuan teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan kerja, rumah, sekolah. Selain itu, setiap bulan dilakukan deteksi dini potensi kebakaran ke 22 kecamatan untuk mendeteksi titik air yang dapat dipergunakan sebagai sumber air saat melalukan pemadaman. Oleh karena jangkauan yang begitu luas yaitu meliputi 22 kecamatan dan dengan armada pemadam kebakaran yang masih terbatas yaitu 2 unit mobil pemadam maka dilakukan koordinasi aktif dan kerjasama dengan Unit Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Blitar. 
Cakupan pelayanan penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar mencapai 100 persen dimana sepanjang Tahun 2023 kejadian yang ditangani tercatat sejumlah 249 kasus diantaranya penanganan kebakaran dengan jumlah 76 kejadian dan 173 kejadian penanganan Non Kebakaran. Namun demikian, tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) belum mencapai target. Rata-rata tingkat waktu tanggap bencana kebakaran adalah 60 menit hal itu dikarenakan jangkauan wilayah yang begitu luas meliputi 22 kecamatan,  keterbatasan armada Pemadamdan yang sudah tidak layak dan personil pemadam kebakaran yang kurang terlatih. 
3.1.1. Inovasi dan Prestasi
3.1.1.1. Inovasi

	No
	Judul Inovasi
	PD/ Inisiator
	Uraian Singkat (Latar belakang, mulai diterapkan, tujuan, progress, dampak)

	1
	SILAPOR DAMKAR 


	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/Bidang Damkar bersama Sekretaris
	Apilkasi berbasis web untuk Laporan Penanganan Penyelamatan dan Evakuasi  serta Form Pengajuan Sosialisasi Cegah dan Deteksi Dini
https://silapordamkar.blitarkab.go.id/


	
	
	
	


3.1.1.2. Prestasi

	No
	Peringkat, Kategori dan Jenis Penghargaan
	Skala
	Peraih
	Pemberi Penghargaan
	Sumber Data
	Keterangan

	1
	Sebagai Terbaik ke-4 Pelaporan Data Terintegrasi Satpol PP Kabupaten/Kota se-Jawa Timur tahun 2022
	Provinsi
	Satpol PP Kab.Blitar
	Gubernur Jawa Timur
	HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar 
	Merupakan bentuk Apresiasi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menunbuhkan Pelaporan Data Terintegrasi

	2
	Sebagai Terbaik ke-7 Kabupaten/Kota teraktif pada patroli SIJALINMAJATARU (SIGAP Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur 2023) 
	Provinsi
	Satpol PP Kab.Blitar
	Gubernur Jawa Timur
	HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar 
	Merupakan bentuk Apresiasi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menunbuhkan Patroli SIGAP Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur 2023


LAMPIRAN
INOVASI DAN PRESTASI  PADA SATPOL PP DAN DAMKAR
TAHUN 2023
Nama Inovasi

: SILAPOR DAMKAR 
Tanggal Pelaksanaan
: Desember 2023
Link Inovasi

: https://silapordamkar.blitarkab.go.id/
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Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar

PEMADAMAN PENYELAMATAN & EVAKUASI NON KEBAKARAN

Lapor Kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Biitar Lapor Kejadian untuk penyelamatan dan evakuasi Lapor Kejadian Non Kebakaran yang membutuhkan bantuan Damkar
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Nama Penghargaan
: 1. Terbaik ke-4 Pelaporan Data Terintegrasi Satpol PP Kabupaten/Kota 
    se-Jawa Timur tahun 2022 
Tanggal Pelaksanaan
: Pada Peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar pada 

  bulan Maret 2023

Tempat

: Alun-alun Kabupaten Tuban
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LAMPIRAN
PRESTASI  PADA SATPOL PP DAN DAMKAR
TAHUN 2023
Nama Penghargaan
: 1. Terbaik ke-4 Pelaporan Data Terintegrasi Satpol PP Kabupaten/Kota 
    se-Jawa Timur tahun 2022 
Tanggal Pelaksanaan
: Pada Peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar pada 

  bulan Maret 2023

Tempat

: Alun-alun Kabupaten Tuban
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Gubernur Jawa Timur Memberikan Penghargaan Kepada

KABUPATEN BLITAR
Sebagai
TERBAIK. KE-7
KABUPATEN / KOTA TERAKTIF PADA PATROLI
SIJALINMAJATARU 2023

( Patroli SIGAP Jaga Lindungi Masyarakat Jawa Timur 202 )
‘Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 31 Desember 2022
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LAMPIRAN
KEGIATAN PADA SATPOL PP, SATLINMAS DAN DAMKAR
TAHUN 2023
	Nama Kegiatan
	: 
	Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

	Tanggal Pelaksanaan
	:
	27 Juni 2023

	Tempat
	:
	Kecamatan Doko, Binangun,Talun,Srengat dan Ponggok
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PENGAMANAN Pilkades Antar Waktu (PAW Kec. Srengat)


	Nama Kegiatan
	: 
	Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

	Tanggal Pelaksanaan
	:
	14,15,16 dan 17 Nopember 2023

	Tempat
	:
	 Cubanrondo Kabupaten Malang
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JAMBORE SATLINMAS SIAGA PEMILU 2024


	Nama Kegiatan
	: 
	Pencegahan , pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

	Tanggal Pelaksanaan
	:
	Selama Tahun 2023

	Tempat
	:
	Wilayah Kabupaten Blitar
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Pemadaman Jalan Raya Talun RT 02 RW 07 Kelurahan Talun Kecamatan Talun 2023-08-18
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Sosialisasi Pencegahan Bahaya kebakaran dan Pelatihan APAR  di UPT SMPN 01 DOKO 
Jl Pahlawan Desa Resapombo KEC DOKO KABUPATEN BLITAR 2023-01-14


�Kurang frasa “sub kegiatan”


Sudah direvisi


�Apa betul setahun rapat sebanyak ini? Setahun hari efektif anggaplah 300 hari, kali 4 bidang 1200, kalo sehari masing2 bidang rapat 2 kali = 2400, tapi apa iya? 


---Salah Ketik yang seseuai Renja 12 dokumen


�Pertanyaan umum untuk satpol PP, bagaimana bisa target dan realisasi pas semua, kok bisa target unjuk rasa 15 kasus, realisasi 15 kasus, dll apakah memang yang ditangani sesuai ketersediaan anggaran, pun tersedia ketersediaan anggaran penanganan kan dalam bentuk SPPD dan Rakor, tidakkah jumlahnya tidak selalu pas?


==


Target ditetapkan tahun sebelumnya dan realiasi unjuk rasa jumlahnya sama persis dengan target itu murni kejadiaanya seperti itu berdasarkan permintaan bantuan pasukan dari POLRES, jadi bukan OPD Satpol yang ngepas-pasne-----





�Masalah keterbatasan anggaran jangan dimunculkan, dihapus saja, 





segala permasalahan kekurangan anggaran di dok ini dihapus





kata anggaran telah di hapus, narasi di koreksi


�dihapus


kata anggaran telah dihapus


�target 33, realisasi 173, tidak tercapai? Apa ndak malah melebihi target?





Cek ulang untuk hal serupa pada laporan ini


Target musibah itu diambil NILAI PERKIRAAN TERENDAH, apabila realisasi melebihi target itu bukan prestasi/ capaian tetapi lebih karena KETELEDORAN MASYARAKAT (contoh memasang cicin di alat alat kelamin, dan yang bersangkutan malu untuk minta bantuan ke Rumah sakit, lebih nyaman di bantu teman2 Pemadam)


�Sajikan Analisa per program kecuali program rutin.





Bagaimana masing2 kegiatan/sub kegiatan mendukung pencapaian kinerja program





Analisis ulang, cek ulang seluruh program pada table capaian kinerja program diatas tercapai sesuai target, bagaimana bisa disebutkan disini tidak bisa mencapai target?


Sudah di tambahkan


�Masalah keterbatasan anggaran jangan dimunculkan, dihapus saja, 





segala permasalahan kekurangan anggaran di dok ini dihapus


sudah di hapus dan di sesuaikan narasinya


�Disajikan pointed, bukan dalam paragraph


Hindari singkatan, ditulis standar, missal : unras -> unjuk rasa, Kab, Blitar ( Kabupaten Blitar, RMI, GPI, dll sajikan juga kepanjangannya


Sudah dilengkapi


�Mengapa yg harus ditegakkan hanya 18 perda dari 68 yang ada, bkankah seharusnya semua (68) ditegakkan?


Perda/Perkada yang ada 68, dari 51 kasus yang ada, kasus tersebut melanggar 18 Perda/Perkada 


�Tidak perlu ganti halaman, langsung nyambung dg paragraph di atas, beri nomor table


Sudah dilengkapi


�Tidak perlu ganti halaman, langsung nyambung dg paragraph di atas, beri nomor table


Sudah disesuaikan


�Ulangi kepala table di setiap halaman (row to repeat at top pada menu page set up)


�Ulangi kepala table di setiap halaman (row to repeat at top pada menu page set up)


�Ulangi kepala table di setiap halaman (row to repeat at top pada menu page set up)


�Ini harusnya nyambung dengan paragraph sebelumnya


Sudah dibenahi


�Paragraf baru


Di numbering saja, jadi 4 angka :


Sudah dibenahi
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